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MOTTO

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Kuat Yang Bisa Digunakan

Untuk Mengubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Barang Siapa Yang Keluar Untuk Mencari Sebuah Ilmu, Maka Ia

Akan Berada Di Jalan Allah Hingga Ia Kembali”

(HR. Tirmidzi)
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ABSTRAK

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Netralitas
Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2020 (Perspektif Siyasah Dusturiah)

Oleh : Rionaldi (1911150064)
Pembimbing I : Dr. Miinudin, M.Kes, M.A.P.
Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA

Penelitian ini bertujuan Untuk menegetahui Kewenagan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Terhadap Prilaku Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada
Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 perspektif Siyasah
Dusturiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan
dan posisi saat ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi
kepustakaan. Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi
yang relevan yakni dari hasil wawancara kepada anggota Bawaslu Provinsi
Bengkulu.
Berdasarkan hasil penelitian ini peran dan wewenang Bawaslu dalam
melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak
2024 untuk mewujudkan Netralitas ASN yakni melakukan sosialisasi tentang
netralitas ASN, melakukan kampanye dan mengedukasi melalui media sosial
serta mengirimkan himbauan kepada berbagai pihak. Selain itu, Bawaslu juga
melibatkan pengawasan partisipatif dari Masyarakat. Apabila ditinjau dari
Siyasah Dusturiah sudah dapat dibenarkan dengan prinsip-prinsip Fiqih
Siyasah Dusturiah yaitu prinsip kebebasan, musyawarah, Al-Muraqabah wa
al-taqwim, kekuasaan sebagai Amanah, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan
Prinsip Tasharruf al-imam ‘ala alra’iyyati mannutun bi al-maslahah. Bawaslu
berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan untuk
membentengi praktik politik kotor dan menghindarkan kemungkaran agar
tercipta kemaslahatan bersama.

Kata kunci : Bawaslu, netralitas ASN, Pilkada
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ABSTRACT

The Authority of the General Election Supervisory Body Regarding the
Neutrality of State Civil Apparatus in the 2020 Bengkulu Province Regional
Head Election (Siyasah Dusturiah Perspective)

By : Rionaldi (1911150064)
Supervisor I : Dr. Miinudin, M.Kes, M.A.P.
Supervisor II : Drs. H. Tasri, MA

This study aims to determine the Authority of the General Election Supervisory
Body Regarding the Neutrality Behavior of State Civil Apparatus in the 2020
Bengkulu Province Regional Head Election from the perspective of Siyasah
Dusturiah. This study uses a type of field research, namely studying intensively
the background of the current situation and position. In this study, the author uses
data collection methods, namely observation, interviews, documentation and
literature studies. The data source used to obtain relevant information is from the
results of interviews with members of the Bengkulu Province Bawaslu.
Based on the results of this study, the role and authority of Bawaslu in preventing
violations of ASN neutrality in the 2024 Simultaneous Regional Elections to
realize ASN Neutrality is to conduct socialization about ASN neutrality, conduct
campaigns and educate through social media and send appeals to various parties.
In addition, Bawaslu also involves participatory supervision from the Community.
When viewed from the Fiqh Siyasah Dusturiah, it can be justified by the principles
of Fiqh Siyasah Dusturiah, namely the principle of freedom, deliberation, Al-
Muraqabah wa al-taqwim, power as Amanah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar and the
Principle of Tasharruf al-imam 'ala alra'iyyati mannutun bi al-maslahah.
Bawaslu strives to optimize supervision and prevention to fortify dirty political
practices and avoid evil in order to create common good.

Keywords: Bawaslu, ASN neutrality, Pilkada
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